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Penelitian ini bermula dari kegelisahan akademik peneliti tentang
kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan. Di satu sisi
Pemerintah Daerah telah memperoleh legitimasi kewenangan pengelolaan
pendidikan menurut jenjangnya, sementara di sisi lain lembaga pendidikan Islam
yang mengelola pendidikan formal dan nonformal masih belum menjadi wilayah
garapan Pemerintah Daerah, sehingga secara yuridis formal Pemerintah Daerah
tidak “berkewajiban” berkontribusi secara langsung terhadap pengelolaan
pendidikan Islam di daerah. Namun demikian, ada fakta menarik yang terjadi di
Jawa Timur, yaitu terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak
langsung terhadap eksistensi pendidikan Islam di Jawa Timur.

Bertolak pada problematika di atas, maka disusunlah beberapa rumusan
masalah dalam penelitian ini: (1) mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Timur
mengeluarkan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah?; (2) bagaimana
perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan
Madrasah Diniyah?; (3) bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah?; (4) bagaimana evaluasi
kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah
Diniyah?; dan (5) bagaimana implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dan tergolong pada jenis
penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data
digunakan tehnik wawancara mendalam dan dokumentasi.

Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, maka diperoleh hasil
penelitian sebagai berikut: (1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan
kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah karena adanya faktor realitas sosial
dan faktor politik; (2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan kebijakan
pengembangan Madrasah Diniyah ini mengacu pada teori elit-deliberatif-
demokratis; (3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan kebijakan
pengembangan Madrasah Diniyah ini secara efektif karena adanya sinergitas
antara pengambil keputusan, lingkungan, dan dukungan masyarakat yang peneliti
sebut dengan hibrida society endorsement; (4) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menerapkan evaluasi skala panjang, menengah, dan tahunan. Evaluasi dilakukan
secara internal dan eksternal. Evaluasi diterapkan pada formulasi, implementasi,
dan lingkungan kebijakan; dan (5) implikasi kebijakan ini adalah penguatan
lembaga dan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Diniyah.
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This study comes from academic researcher's anxiety about the authority of
educational management. On the one hand, the local government has gained the
authority legitimacy of the education management according to its education
level, while on the other side, The Islamic educational institutions that manage
formal and informal education is still not a territory of arable Regional
Government, so that the formal judicial district government does not "obliged" to
contribute directly to the management Islamic education in the area. However,
there are interesting facts that occurred in East Java, namely there are some
policies that directly impact the existence of Islamic education in East Java.

Contrary to the above problematics, then drafted some of the problem in this
study: (1) why the East Java Provincial Government issued a policy on the
development of Madrasah Diniyah?; (2) how the policy formulation East Java
Provincial Government in the development of Madrasah Diniyah ?; (3) how the
policy implementation of East Java Provincial Government in the development of
Madrasah Diniyah ?; (4) how the policy evaluation of East Java Provincial
Government in the development of Madrasah Diniyah ?; and (5) how the policy
implications of East Java Provincial Government in the development of Madrasah
Diniyah.

This research is a policy research and classified as case study with a
qualitative approach. In the data collection techniques used in-depth interviews
and documentation.

After going through the process of data collection and data analysis,
obtained the following results: (1) East Java Provincial Government issued the
policy of Madrasah Diniyah development due to social reality factor and political
factor; (2) East Java Provincial Government formulate the policy of Madrasah
Diniyah development refers to the theory of elite-deliberative-democratic; (3) East
Java Provincial Government implement the policy of Madrasah Diniyah
development effectively for their synergy between decision-makers,
environmental, and community support that researcher call a hybrid society
endorsement; (4) East Java Provincial Government implement the evaluation
scale of long, medium, and yearly. Evaluations conducted internally and
externally. Evaluation is applied on the formulation, implementation, and policy
environment; and (5) the implications of this policy is the strengthening of
institutions and improving the quality of Madrasah Diniyah education.
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